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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani
sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan
pembangunan
keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan
ketahanan pangan diperlukan perlindungan petani;

b. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai
keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi
bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan
dan ketahanan pangan sehingga perlu mendapat
perlindungan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang
INomor ly Tahun 20 id tentang Perlmclungan dan
Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan
petani ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas
dan tujuan perlindungan diperlukan pengaturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani;

pertanian dan berkontribusi bagi

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
P/=>rn'h(=>i'ifi iVca-n r)a/=»rQ'h TinaVot TT Hi T<'alimQr>fan H .f^mhtara-n-*  \
Negara Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Nomor Tahun41 2009 tentang3. Undang-Undang

Perlin.dirnp’an RerkelRnintanPertanian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068);

I.ahan Pancrqn
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5360|;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6. Uiiuaiig Uiiuang Nuiiioi 25 Taiiuu 2014 Lciii-aiig

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

ry.r\,r^ o

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Namnr

f *

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang
Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
R. Peraturan Daerah Kahunaten Kotawarinffin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan

Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor I, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
288);

nn . . 1. - . .
X CLXKAIL

T% - 1.
X K^XXX^XXXltCLXl

Kerja menjadi Undang-Undang

Lembaran Negara Daerah Kabunaten

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan

BUPAll KUTAWAKiNGlIS TIMUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
P#=‘rsatnra,-n ini kroner HiroaVcn.H H.^^ncrsin*

o

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
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2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daereih adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa aualali kcsaiuaii mas^aiakai iiukum j'aiig uiciiiiiiki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

rr .. .

OlCdLUili llitCXIlCllI IW^^JXUUIIX\

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu
r>(=»tQ-ni
X*

memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian
usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi
biaya tinggi dan perubahan iklim.

8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk
mpnin£katkan kemamnnan netani nntiik mplaksanakan

usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan
sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi
dan jaminan iuasan lahan pertanian, kemudahan akses
ilmu pengetahuan. teknoloai informasi serta oensuatan
kelembagaan petani.

9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan
dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani
di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan/atau petemakan.

10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam
hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan
manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang
mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan/atau petemakan dalam suatu agroekosistem.

11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang
dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

12. Komoditas Unggulan Daerah adalah komoditas pertanian
yang ada di daerah.

13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai
dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan
pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa
penunjang.

14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha
sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran
hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang
berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.

 i . t M T . .1 . ... T- XT .. _

H atom m  crti q H o
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■r\/ar m a cja 1 o Q-n V^cnli + on
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lembagaadalahPetani16. Kelembagaan
ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna
memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

yang

i/. ts.eiompoK lani aaaian Kumpuian Keiani/petemaK/peKeDun
yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,
kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber
daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk
meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

15. Gcibuiigcui Kciuiiipuk Ta.111 auamli kumpulctii bebcictpci

Kelompok Tani yang bergabung dan bekeija sama untuk
meningkatkan skala ekonomi dan eflsiensi usaha.

19. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpuian dari Petani,
Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk

cicuigjvcui i

20. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai
strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai
upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.

21. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil
r»1aV» r\iVir ^roTia rnfa-ncrViacilVan cnoHi r>rnHnlr

X  - ^ X - -

yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar
Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan
ataii nemasaran haranjy atan iasa vana Hilakiikan Hpncran

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
persaingan usaha.

23. Badan Usaha Milik Petani yang selanjut disebut BUM
Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh. dari
dan untuk Petani meialui Gabungan Kelompok Tani dengan
penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan
Kelompok Tani.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam

menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan
Petani baru dan/atau Petani muda.

26. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya
disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat
merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan
kematian tumbuhan.

27. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah.

28. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah
budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi
utama untuk mendukung kemandinan, ketalianan, dan
kedaulatan pangan nasional.

29. Harga Dasar Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian
komoditas unggulan strategis yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat di tingkat produsen.
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Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan
berdasarkan asas:

a. keaauiatan;
b. kemandirian;
c. keberaianfaatan;
d. kebersamaan;

e. keterpaduan;
r. kcLciuukaaa;

g. efisiensi berkeadilan; dan
h. keberlanjutan.

Pasal 3
Pi=>r1inH‘nr>or.a’n rlQr> P#arnV\^rH.o\70,on K^^r+nin»ar4 nr>tnlr*

a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam
rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan
kehidupan yang lebih baik;

b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang
dihiitnhkan mpino^pmhpnpkan TTspbp Tani*

c. memberikan kepastian Usaha Tani;
d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi

biaya tinggi, dan gagal panen;
e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta

kelembaeaan Petani dalam menialankan Usaha Tani vane

produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f. menumbuhkembangkan

Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

o ■

keiembagaan pembiayaan

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani di Daerah meliputi:
a. perencanaan;
b. perlindungan Petani;
c. pemberdayaan Petani;

d. pembiayaan dan pendanaan;
e. pengawasan; dan

f. peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat.

RAR TT

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan nn^san pemerintahan di bidang
pertanian wajib men3aisun perencanaan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani di Daerah secara sistematis,
terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan oada:

a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
b. rencana tata ruang;
c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
e. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
f. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
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g. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya Daerah.
(3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang integral dan:
a. rencana pembangunan daerah;
b. rencana pembangunan pertanian; dan
c. rencana APBD.

(4) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud
paua ayat (3) iiuiui u diiciapkaii dciigaii Fcialuiaii Bupau.

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan rencana Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka

u.aii jcaiigiva paiijaiig.

(2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
rencana Perlindungan Petani Provinsi.

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan bidang pertanian dengan melibatkan penyuluh
pertanian dan Petani.
Dalam

Pemberdayaan
melaksanakan urusan bidang pertanian berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Perl i n d n n era n

Daerah

danTnenvusnn nereneanaan

Petani, Perangkat yang

Pa G O1 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling
sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 9

ni Strategi Perlind.unp-an dan Pemherdavaan Petani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan
Perlindungan Petani.

(2) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
sebagaimana dimaksud nada avat (11 dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (2)

memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan Petani.
(2) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

disusun dengan mempertimbangkan:
a. keselarasan

masyarakat; dan
b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku

kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

dengan pemberdayaanprogram
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BAB III
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Perlindungan
Petani di Daerah.

Pcjcol 1 O

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
a. prasarana dan sarana produksi;
b. kepastian usaha;
c. penyediaan lahan Pertanian;
d  perlindungan knmnditas unggiilan strategis*.

e. pengusulan Harga Daseir Pembelian Pemerintah;
f. asuransi Petani ;

g. sistem peringatan dini dan penanganan dampak
perubahan iklim;

h. fasiUtasi kekavaan intelektual: dan

i. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
diberikan kepada:

a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki
lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua)
hektar;

b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi

daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua)
hektar; dan/atau

c. Petani hortikultura, pekebunan atau pertemak skala
usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pacal 1 A

(1) Pelaksanaan Perlindungan Petani dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di
bidang Pertanian

(2) Pelaksanaan Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud
nada avat HI diknordinasikan dengan Peranp^kat Daerah

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
a. pangan;
b. kehutanan;
c. petemakan;
d. nerkebunan:

e. penyuluhan;
f. pendidikan dan pelatihan;
g. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
h. perindustrian dan perdagangan;
i. penelitian dan pengembangan;

j. penanggulangan bencana; dan

k. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan
Petani.
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Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi

Pq col 1 ̂

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha menyediakan
dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi
Petani.

(2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud
nada avat (^ \ Hintamakan untijk neninp’katan nrndiikHfitas

dan pengembangan Komoditas Unggulan Strategis.
(3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengutamakan sarana produksi yang telah
memenuhi kriteria standar mutu atau standar nasional
indonesia atau vane telah memenuhi uii kelavakan mesin.

Pasal 16

Petani dan/atau Pelaku Usaha berkewajiban memelihara
prasarana Pertanian yang telah ada.

Pocol 17

Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani dan
Gabungan Kelompok Tani dan/atau Pelaku Usaha dalam
menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau
bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk,
dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan
kebutuhan.

/21 Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud nada ayat (11
harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi,
tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 19

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 humf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban:
a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi

dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
dan sumber daya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan;

b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada
Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program
pemerintah;

c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi
lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara
berkelanjutan; dan

d. mewujudkan lasiiitas pendukung pasar hasil Pertanian.
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Bagian Keempat
Penyediaan Lahan Pertanian

PqcqI 90

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan
lahan Pertanian.

(2) Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan
tanah milfk DReraK ii.ntiik kene.ntinp'Rn nertp-nian

(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi petani untuk
memanfaatkan lahan terlantar yang berada dalam
penguasaan pihak lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4] Mekanisme nemanfaatan sebagaimana dimaksud nada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 21

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan

Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) dilakukan
dengan syarat:

a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan
dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan
daerah yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;

b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi
Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan
menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan

c. tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk
kepentingan Daerah.

Pasal 22

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilarang:
a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik

Daeran kepada pmak lain;
b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha Tani

di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Perimdungan Komoaitas ungguian Strategis

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan
terhadap Komoditas Unggulan Strategis yang ada di
Daei ail.

(2) Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
T^. . *r> .. 1

1 L^iigcitJU-xcxii 110.1 gcx i^oooi r^iiiudioii i i^iiiv^iiiilcu,i
1 1 ● ●- -- A 1 .

Pasal 24
(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang

membidangi Pertanian wajib mengusulkan penetapan
T-IarcTca Ooclot- Pp>m i a-n P^»m#arir>taV» VfartaHia

  ■ i   i ' - -

pusat melalui pemerintah provinsi.
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(2) Penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dilakukan untuk
Komoditas Unggulan Strategis.

(3) Penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah terhadap
Komoditas Unggulan Strategis dilakukan sebagai upaya
untuk menjaga stabilitas harga jual Komoditas Unggulan
Strategis di Daerah.

Pasal 25

Dalam hal Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau pihak
lainnya membeli hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis
milik Petani, maka Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha

dan/atau pihak lainnya wajib membeli minimal berdasarkan
Harga Dasar Pembelian Pemerintah yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Asuransi Petani

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada
petani berupa jaminan ketenagakeijaaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketenagakeijaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pemberian Jaminan Ketenagakeijaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dapat dilakukan
apabila Petani sudah memiliki asuransi Petani baik dari

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dari pihak lain
atau atas dasar inisiatif sendiri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan
pemberian jaminan ketenagakeijaan Petani diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak

Perubahan Iklim

Pasal 28

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan
dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam

Pasal 29

(1) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 dilakukan dalam bentuk:

a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat
merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen;
dan

b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu
tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit
hewan menular.
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(2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hams akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh Petani dan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 30
/I \ rriAmfo r>prli*nr1nncron HoV

o" ■

Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani,
Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.

(2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap teknik-teknik:

nenanamAn dan nRncremhanp’hiakan hewan ternak*

b. dibidang pemuliaan tanaman;
c. dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit

untuk tanaman dan temak;

d. pengobatan tradisional untuk tanaman dan ternak;
atau

e. teknik-teknik lain yang terkait dengan dunia Pertanian
maupun peternakan.

(3) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap hasil
Pertanian dan peternakan yang mempunyai indikasi

geografis tertentu.

*

Pasal 31

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
a. hak cipta;
b. paten;
c. merek;

d. rahasia dagang; atau
e. perlindungan yarietas tanaman

Pasal 32

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberikan dalam bentuk:
a. fasilitasi selumh tahapan proses pendaftaran hingga

keluamya Hak Kekayaan Intelektual dan instansi terkait;
dan/atau

b. bantuan pendanaan yang terkait dengan proses
pendaftaran hingga keluamya Hak Kekayaan Intelektual.

PqcqI

(1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani
dan/atau BUM Petani yang memiliki penemuan yang
dapat dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual namun
belum didaftarkan, wajib melaporkan ke Perangkat Daerah
vane? memhidanpi ri.se.t dan inovasi untuk difa.silitasi

proses pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.
(2) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani

dan/atau BUM Petani yang sudah memiliki Hak Kekayaan
Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara
raandiri. waiib melaDorkan ke Perangkat Daerah yang
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membidangi penelitian dan pengembangan untuk
dilakukan pendataan.

Racrio-n T^*ac«=‘r\n1n
X'

Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada
Pptani dari nraktik nersainp’an iiRaha tidfik spbat.

(2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. perjanjian yang merugikan Petani;
b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
c. Dosisi dominan vane merucikan Petani.

Pasal 35

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak
sehat kepada Petani dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETANI

RaariQTi
 ■

Umum

Pasal 36
melakukan koordinasi dalam

nelaksanaan

Pemberdayaan Petani dengan Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi.

(2) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. nenvuluhEin dan Dendamninean:

c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
Pertanian;

d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan

informasi;

f. regenerasi Petani; dan
g. penguatan Kelembagaan Petani.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan
Petani.

(1) Pemerintah Daerah
nf=^rf?nranaan. dan neni?awa.san

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan kepada petani.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
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b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan
pendidikan dibidang pertanian; atau

c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang
agro bisnis.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan kepada petani yang telah memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menerapkan
dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah
diperolehnya.

Pcaccil RQ

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan
badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

sehapraimana HimaksuH nada avat Ml

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(’21 Keria sama

Bagian Ketiga
Penvuluhan dan Pendamninean

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan
secara berkelanjutan kepada Petani.

(2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kelompok
tani.

(3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada
Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau

bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga
yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan
pendampingan Pertanian.

(4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan

pemasaran;
b. analisis kelayakan usaha;
c. teknologi intormasi Pertanian;
d. kemitraan dengan Pelaku Usaha;
e. tata cara memperoleh kekayaan intelektual, atau
f. untuk mendapatkan pendampingan akses pemodalan

dan pembiayaan dari perbankan.
(5) Penyediaan pen}aiiuh sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam  1 (satu)
desa.
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Pasal 41

lanjut mengenai penyuluhan danlebihKetentuan

pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur
aengan reraiuran I5upau.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pottal 4Q

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani
melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran
hasil Pertanian.

(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
Pertanian Rehap'ai.mana dimaksud nada avat Hi

diselenggarakan dengan:
a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi

standar keamanan pangan, sanitasi, serta
memperhatikan ketertiban umum;

b. mewuiudkan terminal aeribisnis dan subterminal

agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil

Pertanian;

d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian
vang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani,

Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau
kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah
produksi Komoditas Pertanian;

e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang
saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan;

f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil
Pertanian;

g. mengembangkan pasar lelang;
h. menyediakan informasi pasar; dan
i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 43

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku
Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Para oraf 1
O' *

Umum

Pasal 44

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan
ketersf^diaan lahan Pp.rtanian. mplalui:

a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
b. jaminan luasan lahan Pertanian.
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Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian

p.a«.c»i

(1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 huruf a merupakan penataan kembali
penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan
potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan
Pertanian

(2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin
luasan lahan Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat
kehidupan yang layak.

(3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 46

(1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45, Pemerintah Daerah dapat melakukan
perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan
terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.

(2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan
luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 huruf b bagi Petani dalam rangka pemenuhan
strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud
dfllam Prs«1 12.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh
tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan
sebagai kawasan pertanian.

Pncal aft

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk
memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau
ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

o   - - . - .

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan
flkReR ilmii ne.ngetp.huan tek-nolnpn dan inform^^si iintnk

mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
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b. kerja sama alih teknologi; dan
c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu

pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 50

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (2) humf c paling sedikit berupa:
a. sarana produksi Pertanian;
b. licuga Kuiiiuuiias Pciifeuiian dcui Kumuuuas Uiiggulcui,

c. peluang dan tantangan pasar;
d. prakiraan iklim, dan ledakan Organisme Penggangu

Tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular;
e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

-  - . . 1. .

10.11 0L4L/01U1 Cl CXI 1 UOllVClOll IIIOCIOI, Cl CXI 1

g. ketersediaan lahan Pertanian.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams

akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah
dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau
m  r-3 Ira f

. ,1. . ● -1 ● .1 - 1- . .1 .1 .1 .
i«

Bagian Ketujuh
Regenerasi Petani

Paspl Fi^

(1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan
membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk:

a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan oetani
baru;

b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis
pertanian; dan

c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat fl)

dilakukan dalam bentuk pen30iluhan, pendampingan dan
bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan Petani

PQra<T7*af 1
* * * o*

Umum

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi
terhentijknva Kelembagaan Petani dan Kelembagaan
Ekonomi Petani.

(2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan
Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma,
nilai. dan kearifan lokal Petani.
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Pasal 53

(1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (1) terdiri atas:
a. i\.eiompoK i ani;
b. Gabungan Kelompok Tani;
c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau

d. kelembagaan petani lainnya.
(2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud

daiaiii Fasai 52 ayai (2) ueiupa BUIvI Feiaiii.
(3) Persyaratan Prosedur pembentukan kelembagaan petani

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dHaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pa <ial

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam
Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat
(1).

Paracrraf 9,

Kelembagaan Petani

Pasal 55

(1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
avat Q) huruf a dibentuk oleh. dari. dan untuk Petani.

(2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan
lokal dan keterlibatan Petani perempuan

Pasal 56

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa
Kelompok

Desa/kelurahan, atau beberapa Desa dalam kecamatan yang
sama.

Tani berkedudukan di Dusun,yang

Pa cal ̂ 7

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi
sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit
produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan

memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan
kanasitfls usaha tani a.np’p’otanva

Pasal 58

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan
Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 bertugas:

a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam
mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan
Kelembagaan Petani yang mandiri;

b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok
dalam mengembangkan kemitraan usaha;

c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau
kelompok; dan

d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau
kelompok dalam berusaha tani.
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Pasal 59

(1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c merupakan lembaga
independen niriaba yang dibenmk oieh, dari, dan untuk
Petani.

(2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat
mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh
masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 60

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di kabupaten.

Pasal 61
Aqocioci T^r^mrvHitQc P#^.rtor>iQr^ neraq●

a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan

Usaha Tani;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam

nenjrrmsan kehiiakan P<=^rlindnnp'an dan Ppmherdnvaan
Petani;

d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan
anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;

e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
f. memfasilitasi anggota dalam mensrakses sarana nroduksi

Pertanian, teknologi dan permodalan;
g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha

Tani.

Pasal 62
Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di
Desa/kelurahan atau Kecamatan.

Pasal 63
Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan
Gabungan Kelompok Tani berlaku secara mutatis mutandis
terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya

Paragraf 3
Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 64
(1) BUM Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui
Gabungan Kelompok l am dengan penyertaan modal yang
seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan
memfasilitasi terbentuknya BUM Petani.

(3) BUM Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
oerbentuk koperasi atau oadan usaha lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan
Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
pci unuaiig-uiiuaiigaii.
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Pasal 65

(1) BUM Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing,
wadah mvestasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan
Petani.

(2) BUM Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a. menyusun kelayakan usaha;
u. uiciigciiibaiigkaii kciiiiuacui usaiia, dfciii

c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 66

(1) Dorongan dan fasilitas pembentukan BUM Petani
,  . 1 .

ocuctgctiiiicLiia. cmiicu\.ou.ci \x<xicxiti i cxocli \j~t <xycxL

dalam bentuk:

a. pemberian
persyaratan berkas pendirian;

b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di
TMnta ric*

c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi
Badan Hukum; atau

d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan
usaha.

(0) Pemheripn fasilitasi sehapaimana dimaksud nada avat {0.\

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

.1 . 1 . ..
cuicxiv uivaii

.1 r t .1 .1 .1-^ .  . 1 /I

kemudahanfasilitas pengurusan

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 67

Pembiavaan dan Pendanaan pelaksanaan perlindungan

terhadap Petani dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

O'

Lembaga Perbankan

Pasal 68

(1) Dalam melaksanakan Perlindungan Petani, Pemerintah
Daerab me.n.ncraskan RTIMD bida.np’ nerhankan iintiik

melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan BUM
Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud
pada avat fl). BUMD bidaner perbankan membentuk unit
khusus Pertanian.

(3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan
yang lunak.
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Pasal 69

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat
diiakukan oieh bank swasta sesuai dengan keiemuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 70

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan
Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani

.... 1. t

1  ato.C4 ljkjivi i yx^iiiuicxy clclii

Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

 1 ^,1. T T . . 1 . .
C'OCXiiO.

.1 . / ...J T^T rm <r

Pasal 71
T f^mWckcro P<=*mKrQ:\7Qo*n Q^aKacfQrm^on.o HtmolrcnH H.alom Piaccil 70

o"    .. .

berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani
dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 72
fU T-em.haP^p Pemhiavaan he.meran aktif memhantii Petani

agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau
pembiayaan.

(2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan
memudahkan Petani dalam memperoleh fasiiitas kredit
dan/atau pembiayaan.

(3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan
bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan
bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di
bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk

mengembangkan Pertanian.

Bagian Keempat
Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani.

PqcqI

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemudahan
penyediaan akses pembiayaan bagi Petani melalui lembaga
perbankan dan/atau non perbankan

RAR VI

PENGAWASAN

Pasal 74

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Petani,
diiakukan pengawasan terhadap kineria nereneanaan dan
pelaksanaan.

(2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang
membidangi Pertanian melakukan Pengawasan dan
evaluasi dalam rangka pelaksanaan Perlindungan
terhadap Petani di Daerah.
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(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

(4) Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara reguler atau
insidentii dan berkoordinasi dengan insiansi teknis terkaii.

(5) Dalam melakukan Pengawasan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang
membidangi Pertanian dapat bekerja sama dengan
perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaiici Ivlilik Daciau utui/alau iciiibaga IcikciiL icuiiiiyci.

BAB VII
PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

ijf

Peran Serta Pemerintah Desa

Pasal 75

(1) Pemerintah Desa berperan serta aktif dalam
nen ve1 e.r\ gga r a a n Perlindunpran Petani

(2) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. memfasilitasi pemenuhan prasarana pengendalian

hama sesuai kebutuhan;
b. membantu Pemerintah Daerah dalam fasilitasi dan

pengawasan pemenuhan prasarana dan sarana
pertanian;

c. memfasilitasi pelaksanaan Petani calon peserta
asuransi Petani;

d. memfasilitasi pelaksanaan penvuluhan dan

pendampingan;
e. memfasilitasi pembantukan Kelembagaan Petani;
f. mendirikan BUM Desa dalam pemenuhan prasarana

dan sarana Pertanian; dan

g. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan
Perlindungan Petani sesuai kewenangan desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Rocrian
  ■

Peran Serta Masyarakat

Pasal 76

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraaan
PerlinHiin.cran dan Pemherdavaan Petani.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan oleh:

a. perseorangan;

b. lembaga swadaya masyarakat; dan/ atau
c. pelaku usaha.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dapat dilakukan terhadap :

a. perencanaan;

b. Perlindungan Petani;
c. perlindungan Hak Kekavaan Intelektual;
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d. fasilitasi bantuan Asuransi Pertanian;

e. pelaksanaan penjoiluhan dan pendampingan;
f. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan

Keiompok Tani dan/atau Bum Petani.
g. Pembiayaan dan Pendanaan; dan
h. Pengawasan.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
pci uiiuaiig-uiiuaiigaii.

Pasal 77

Dalam Perlindungan Petani masyarakat dapat berperan serta:
a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;

 .1,^1

pi cirvoi vicui
t. 1  M  J„ ●. . ...
u. iiit-iigcu,<a.Hicirv.cxii rvv^iiouiiiai iictoii i c-i tcxiiicui

Daerah;
c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan
V\Qt^.tn,Q*n coQiol Viocri

* o*

X .. .1 - .

m ̂ *n era 1 £3 m 1
 ●<:> ■

*^rQ*nxr
-  -o

bencana.

BAB VIII
SANKSU AnMTNTRTPATTF

Pasal 78
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikenakan sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan atau teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara operasional usaha atau

kegiatan; dan/atau
d. pencabutan izin usaha.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, ditetapkan paling banyak RplO.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).

(4) Denda administratif dapat dikenakan bersamaan dengan
sanksi yang lain

(5) Bagi setiap orang yang membayar denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti
pembayaran denda administratif.

(6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan
penyidikan tindaK pidana sebagaimana dimaksud aaiam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang

peraturanKeceniuanDerwenang
Perundang-undangan

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

aengansesuai

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
kcLcifctiigcUi aiau lapuiaii beikcnctciu uciigciu Liiiuctk

pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran

uu.aca.ii ycui^ uxiorcurcaxi ouixuuuxxgaxx uuixgaix

pidana;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-

Hr\Vnim^r> lain a-n A(^r\crctry T%iH.or»a

.1 ● 1 , i .. .1.1
LiilCiCUY

o

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;
me.minta h«ntiipn tenacra aVili HRl«m rRnp'k’R

pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana.
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan/ atau dokumen vane dibawa sebaeaimana
yang dimaksud dalam huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana.

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan terhadap tindak pidana menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

f

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pacal An

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani
yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pr.ShI P>\

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit

pada.tanggal 2.^ 2024
WARINGtN TIMUR,

INNOR

Dixindangkan di Sampi
pada tanggal peseta

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAW^ RINGIN TIMUR,

2024

SANGGUL LUMBAN GAOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN

TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 93/2024



PRN.TIT.T .ARAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 5.. TAHUN 2024
TENTANG

PERU.NDUNGA.N DAN PEMBERDAYAAN PETANT

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari
neeara memDunvai taneeame iawab untuk melindunei setian masvarakat

Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa
tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual
telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar
masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan, namun saat ini
masih banyak yang belum mendapatkan upaya periindungan yang
sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
upaya pembangunan di bidang Pertanian serta perikanan diarahkan
untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis
mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata
dalam pembangunan Pertanian dan perikanan serta pembangunan
ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi
periindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat.

PemOerian periindungan Kepada Petani di Kabupaten Kotawanngin
Timur ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan
produktivitas hasil Pertanian yang berkelanjutan serta peningkatan
kesejahteraan Petani di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tentunya
berkorelasi terhadap peningkatan pembangunan di Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Adapun pengaturan Periindungan Petani ditujukan sebagai upaya
Pemerintah Daerah untuk:

a. meningkatkan kesejahteraan Petani;
b. melindungi Petani untuk meningkatkan produktivitas Usaha Tani;
c. iiiciiTuciUciyctkctii FcLfcuu fciga.1 Icicipia. Jsiiicigi dfetii kcbciiciiijuLcui

produktivitas Pertanian;
d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam

rangka Periindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
Ruang lingkup pengaturan Periindungan Petani di Daerah

. .. ,1 ●

a. perencanaan;
b. periindungan Petani;
c. pemberdayaan Petani;
d. pembiayaan dan Pendanaan;

rv<=r>CTQT*rac!an* Hatn

f. peran serta pemerintah desa dan masyarakat.
Adapun Ruang lingkup Pelaksanaan Periindungan Petani meliputi:

a. prasarana dan sarana produksi;
b. kepastian usaha;
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penyediaan lahan pertanian
perlindungan komoditas unggulan strategis;
pengusulan harga dasar pembelian pemerintah;
asuransi Petani;

sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
fasilitasi kekayaan intelektual; dan
perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

c.
d.
e.
I.

g*
h.
1.

TT PA«AT. nRMT PA.RAT.

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Ayat (1)
Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan
unava-unava Perlindungan Petani vane selaras denean nroeram

Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Petani penggarap tanaman pangan
yang tidak memiiiki iahan Usaha Tani

penggarap yang menggarap iahan Pertanian milik orang lain
paling banyak seluas 2 (dua) hektar.

aaaian petani

Huruf b

Cukup jelas.
nui ui V

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

a-\7-q+ n ̂
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Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah Pelaku Usaha
perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Pelaku Usaha
yang berbadan hukum Indonesia.

Ayat [Z}
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Pasal 17

Cukup Jelas.
Pasal 18

Cukup Jelas.
PaRp^l IQ

Cukup Jelas.
Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal 21

CukuD Jelas.
Pasal 22

Cukup Jelas.
Pasal 23

Cukup Jelas.
Pasal 24

Cukup Jelas.
Pasal 25

Cukup Jelas.
Pasal 26

Cukup Jelas.
Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 28

Cukup Jelas.
Pasal 29

Cukup Jelas.
Pasal 30

Cukup Jelas.
Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dak cipta'' adaiad dak ekskiusil
pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

nurui D

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya
di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan
pciscLujucuui^'a Kcpaua piiiiiK. itun uiilujs. mciaKbaiittKami^a.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang berupa
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

.MM

Kxcxy cx puxxxuwua u.ca_ix \axgC4xxcxrvcu.x ^cxxctxxx jvugxca.Lcixx

perdagangan barang atau jasa.

1 ●
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi
yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau bisms, mempunyai niiai ekonomi karena berguna
dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik rahasia dagang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman
ciualali pciiiiiduiigaii kliusus j'aiig uibcukaii iicgaia, yang
dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya
dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman,
terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia
tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman..

»

T> . . .1
I CXOCU

Cukup Jelas.
Pasal 33

Cukup Jelas.
Pasal 34

ir> T.=*1.qc
X

Pasal 35

Cukup Jelas.
Pasal 36

Cukup Jelas
Ppsal 37

Cukup Jelas.
Pasal 38

Cukup Jelas.
Pasal 39

CukuD Jelas.
Pasal 40

Cukup Jelas.
Pasal 41

Cukup Jelas.
Pasal 42

Cukup Jelas.
Pasal 43

Cukup Jelas.
Pasal 44

Cukup Jelas.
Pasal 45

Cukup Jelas.
Pasal 46

Cukup Jelas.
Pasal 47

Cukup Jelas.
Pasal 48

Cukup Jelas.
Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.
Pasal 51

Cukup Jelas.
Kasai 02

Cukup Jelas.
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Pasal 53

Cukup Jelas.
Pasal 54

♦wUKup jeias.
Pasal 55

Cukup Jelas.
Pasal 56

Cukup Jelas.
rasai o /

Cukup Jelas.
Pasal 58

Cukup Jelas.
Pasal 59

PnVi

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
CukuD Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Fasai / /
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
("'nlrn-rt .T<a1cac

Pasal 80

>
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Cukup Jelas.
Pasal 81

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR


